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Pengadilan Tipikor Terima Berkas Novanto

[JAKARTA] Berkas perkara

Ketua DPR Setya Novanto

telah dilimpahkan ke
Pengadilan Tipikor Jakarta,
Rabu (6/12). Setidaknya hal
itu terlihat dari Tim Jaksa
KPK yang membawa berkas
perkara Novanto dalam satu
troli ke pengadilan.

Pihak pengadilan mem-
benarkan telah menerima
pelimpahan berkas Ketua
Umum Golkar itu. “Sudah
ada di ruangan Pak Ketua
PN,” kata Humas Pengadilan
Negeri (PN) Jakarta Pusat
Jamaluddin Samosir.

Tindakan KPK melim-
pahkan perkara Novanto di-
anggap banyak pihak se-
bagai langkah tepat untuk
mempercepal penanganan
perkara. Pelimpahan di-
lakukan di tengah proses
permohonan praperadilan
Novanto di PN Jaksel.

Sidang praperadilan
Novanto digelar Kamis
(7/12), setelah ditunda selama
sepekan. Novanto memprap-
eradilankan KPK setefal: dit-
ersangkakan kembali.

Berdasarkan ketentuan,

Jika perkara pokok telah dilim-

pahkan ke pengadilan, bahkan
telah dijadwalkan sidang per-
dana, pembacaan surat dak-
waan, maka permohonan
praperadilan menpjadi gugur.

Lengkap ,

Wakil Ketua KPK [aode
M Syariel’ membenarkan
berkas perkara Novanto relah
dilimpahkan ke Pengadilan
Tipikor Jakarta, Pelimpahan
dilakukan lantaran berkas
perkara lengkap.

Dengan pelimpahan, si-
dang gugatan praperadilan
Novanto terancam gugur.

o]

Pasal 82 Ayat (1) huruf d

KUHAP menyebutkan,
dalam hal suatu perkara su-
dah mulai diperiksa pengadi-
lan negert, sedangkan pem-
eriksaan mengenai permint-
aan kepada praperadilan be-
lum selesai, maka permint-
aan tersebut gugur. Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)
nemor [02/PUU-XII1/2015
menyatakan, periintaan
praperadilan dinyatakan gu-
gur ketira sidarig perdana
pokok perkara terdakwa di-
gelar di pengadilan.

Juru Ricara KPK Febri
Diansyah menjelaskan,
dalam surat dekwaan
Novanto, pihaknya membe-
berkan aliran dana proyek
e-KTP yaneg merugikan
keuangan negara hirgga Rp
2,3 triliun ke sejunlah pi-
hak, seperti snggcta DPR
hingga pejabat 1” ementerian
Dalam Negeri. [i:-11/F-5]
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